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Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah,yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam
pengelolaan parkir pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kerjasama Daerah, bagaimana pertanggungjawaban pihak ke-3 dalam pengelolaan parkir pasar berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerjasama daerah. Dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait masalah yang dibahas dan kemudian
pendekatan konseptual berdasarkan peraturan hukum yang telah ada. Hasil penelitian mengungkapkan
kedudukan hukum pihak ke-3 sebagai pelaksana perjanjian kerjasama daerah dan perpanjangan tangan
pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir pasar. Namun dalam pengelolaannya pihak ke-3 memperkerjakan
pihak lain untuk memungut hasil pengelolaan parkir tersebut dikarenakan status pihak ke-3 tidak dijelaskan
apakah badan hukum atau perorangan. Hal ini yang mengakibatkan multi penafsiran terhdap pihak ke-3 ini
yang mengakibatkan tidak jelas juga pertanggung jawaban hukumnya dikarenakan di peraturan daerah tidak
mengatur sanksi secara rinci apabila tidak melaksanakan peraturan daerah tersebut.
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